INFOGRAFIS REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025

Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja periode yang
berakhir 31 Desember 2025
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Sampai dengan 31 Desember 2025, realisasi anggaran Loka POM di Kabupaten Banggai
menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran telah berjalan dengan baik pada komponen
Belanja Pegawai dan Belanja Barang, sedangkan Belanja Modal tidak terealisasi.

Pada Belanja Pegawai, dari pagu anggaran sebesar Rp1.144.885.000, telah direalisasikan
sebesar Rp1.129.342.567 atau 98,64%. Tingginya tingkat penyerapan menunjukkan bahwa
pembayaran gaji, tunjangan, serta hak-hak pegawai telah dilaksanakan sesuai ketentuan
dan kebutuhan organisasi selama Tahun Anggaran 2025.

Untuk Belanja Barang, dari alokasi anggaran sebesar Rp2.159.367.000, realisasi mencapai
Rp1.265.320.258 atau 58,60%. Realisasi tersebut mencerminkan pelaksanaan kegiatan
operasional dan program kerja yang telah berjalan, namun masih terdapat sisa anggaran
yang tidak terserap. Kondisi ini dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi anggaran pemerintah,
penyesuaian prioritas kegiatan, serta adanya beberapa kegiatan yang tidak dapat
dilaksanakan secara optimal sehingga tidak seluruh anggaran dapat direalisasikan.

Sementara itu, pada Belanja Modal yang dialokasikan sebesar Rp152.927.000, tidak
terdapat realisasi atau 0,00%. Hal ini disebabkan oleh tidak terlaksananya pengadaan
barang modal pada Tahun Anggaran 2025, sebagai dampak penyesuaian kebijakan dan
prioritas penggunaan anggaran.

Secara keseluruhan, dari total pagu anggaran sebesar Rp3.457.179.000, realisasi belanja
mencapai Rp2.394.662.825 atau sekitar 69,27%. Meskipun realisasi belum mencapai target
optimal, pelaksanaan anggaran tetap difokuskan pada kegiatan prioritas dan pemenuhan
belanja yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara efektif, dengan
tetap memperhatikan prinsip efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.



